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P U T U S A N

Nomor 432/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur  37  tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan

Diploma III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Perawat pada RSUD

Otanaha,  tempat  kediaman  di Jalan  Rambutan,  RT002/RW002

Kelurahan  Huangobotu,  Kecamatan  Dungingi,  Kota  Gorontalo,

sebagai Penggugat;

                            Melawan

Tergugat umur 40  tahun,  warga  Negara  Indonesia,  agama  Islam,  Pendidikan

Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas, pekerjaan Polri  pada  POLDA

Gorontalo,  tempat kediaman di Jalan Rambutan, RT002/RW002

Kelurahan  Huangobotu,  Kecamatan  Dungingi,  Kota  Gorontalo,

sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa  Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juli

2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 20

Juli 2022 dengan register perkara Nomor 432/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan

hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa  pada  tanggal  17  Desember  2008,  Penggugat  dean  Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana Kutipan

Akta Nikah Nomor 406/07/XII/2008, tanggal 18 Desember 2008; 
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2. Bahwa setelah  menikah  Penggugat  dan Tergugat  tinggal  bersama  di rumah

kediaman bersama sdelama 13 tahun;

3. Bahwa  selama  dalam  perkawinan  tersebut  telah  dikarubiai  2  orang  anak

masing-masing Muhamad Syafwan, usi 12 tahun, Alifah Shakila usia 6 ahun,  

4. Bahwa sejak  Januari  2015  keadaan  rumah tangga  Penggugat dan  Tergugat

mulai  tidak  harmonis sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

disebabkan  orang  tua Tergugat  seringkali  ikut  campur  dalam urusan  rumah

tangga  Penggugat dan Tergugat, Tergugat melakukan kekerasan dan bahkan

menganiaya  Penggugat  dengan  cara  melakukan  kekerasan  fisik  dengan

melemparkan  barang;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut  telah  berulangkali  terjadi  dan

puncaknya  pada bulan  Juli  2022,  dimana  Penggugat  pergi  meninggalkan

Tergugat selama 2 minggu lamanya;

6. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  memberi  nasehat,  akan  tetapi  tidak

berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Tergugat

dan  tidak  mempunyai  I’itikad  baik  lagi  untuk  menjalankan  kehidupan  rumah

tangga;

7. Bahwa berdasakan dalil-dalil diatas, telah cukup alas an bagi Penggugat untuk

mengajukan  gugatan  ini  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  dan  unuk  itu  Penggugat  mohon  kepada

Bapak  Ketua Pengadilan  Agama Gorontalo  kiranya  berkenan  menerima dan

memeriksa perkara ini;  

8. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan  alas  an-alasan  tersebut  di atas,  Penggugat  mohon  kepada

Majelis  Hakim,  untuk  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  berbunyi  sebagai

berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat  (Alimudin bin Ali M) terhadap

Penggugat (Meylan Arifin, A.Md.Kep. binti Arifin Binou);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;
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Menimbang,  bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat

datang  menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  pernah

datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan  tidak  ternyata  ketidakhadirannya  tersebut  disebabkan  oleh  suatu  halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam mengajukan perkara

cerai  gugat  ini  tidak memenuhi  ketentuan Pasal  3 ayat  1 Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, namun

demikian pada tanggal  18 Juli  2022 Penggugat telah membuat surat pernyataan

bahwa Penggugat bersedia menerima segala konsekwensi atau resiko yang timbul

dari  sikap  Penggugat  yang  tetap  akan  menceraikan  Tergugat  meskipun  ada

penolakan  permintaan  izin  dari  atasannya  Nomor  800/RSUD.O/2358/BII/2022

tanggal 7 Juli 2022 yang dikeluarkan Direktur Rumah Sakit  Daerah Otanaha Kota

Gorontalo;  

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang  tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena  Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di

persidangan,  maka  jawaban  Tergugat atas  gugatan  Penggugat tidak  dapat

didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat

bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan  Telaga,

Kabupaten  Gorontalo,  sebagaimana  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

406/07/XII/2008, tanggal 18 Desember 2008, bukti surat tersebut telah diberi

meterai  cukup,  telah  dicap pos dan telah  disesuaikan dengan aslinya  yang

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.
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Saksi  1.  Mega Putri  Utina binti  Udin Utina,  umur 35 tahun, agama Islam,

pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan

Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi  mengenal  Penggugat  dengan Tergugat  sebagai  suami  isteri

sah, Penggugat saksi kenal bernama Meylan Arifin, A.Md Kep. Binti  Arifin

Binou saksi  kenal  karena  saksi  sebagai  teman  Penggugat,  sedangkan

Tergugat saksi kenal bernama Alimudin bin Ali M;    

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Desember 2008;

-   Bahwa selama menikah mereka belum dikaruniai dua orang anak masing-

masing diberi nama Muhhamad Shafwan, umur 12 tahun, Alifah SShakila,

usia 6 tahun;        

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis, namun sejak 2015 antara Penggugat dan Tergugat  sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

-   Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar; 

- Bahwa penyebabnya karena orang tua  Tergugat sering ikut campur dalam

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat,  Tergugat  sering  melakukan

kekerasan dalam rumah tangga dengan cara melemparkan barang kepada

Penggugat mengakibatkan badan Penggugat menjadi lebam;     

- Bahwa pada bulan Juli 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat  sudah

kurang lebih 1 bulan hingga sekarang berpisah;

-   Bahwa Penggugt dan Tergugat sampai sekarang sudah lebih kurang 1 bulan

berpisah, dan selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi; 

-  Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah

kepada Penggugat;    

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan

Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima  dan  membenarkan  keterangan  tersebut,  selanjutnya  Penggugat

menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang

tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  selama  proses  persidangan  Pengadilan  telah

mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar

dan  hidup  rukun  kembali  membina  rumah  tangganya  dengan  Tergugat

sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  telah  ternyata  tidak  pernah  hadir  di

persidangan  tanpa  alasan  yang  sah dan  tidak  pula  menyuruh  orang lain  untuk

menghadap  sebagai  wakil  atau  kuasanya,  meskipun  Pengadilan  telah

memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk

menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak

hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat,

sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,

maka  prosedur  mediasi  sebagaimana  ketentuan  Peraturan  Mahkamah  Agung

Republik Indonesia  Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Meninbang,  bahwa  sebagai  istri  dari  seorang  Anggota  Polisi,  Penggugat

telah melaporkan tentang keinginannya untuk bercerai  dengan Tergugat  kepada

atasan langsung Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam pokok  gugatannya  memohon agar

perkawinannya  dengan  Tergugat  diceraikan  dengan  alasan sejak  Januari  2015

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orang tua Tergugat seringkali ikut

campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat melakukan
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kekerasan dan bahkan menganiaya Penggugat dengan cara melakukan kekerasan

fisik dengan melemparkan  barang;

Menimbang,  bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  telah

berulangkali terjadi dan puncaknya pada bulan Juli 2022, dimana Penggugat pergi

meninggalkan  Tergugat  selama  2  minggu  lamanya,  dan  pihak  keluarga  telah

berusaha  memberi  nasehat,  akan  tetapi  tidak  berhasil  karena  Penggugat  tetap

pada prinsip untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mempunyai I’itikad baik lagi

untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan

dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti bahwa panggilan

yang  dilaksanakan  oleh  Jurusita  Pengadilan  Agama Gorontalo,  telah  dijalankan

berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku  sebagaimana  yang  ditentukan  dan  dalam

tenggang  waktu  pelaksanaan  panggilan  dengan  hari  sidang  yang  ditentukan

Undang-Undang,  pelaksanaan  panggilan  terhadap  Tergugat  tersebut  telah

dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini

dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara

lex  specialis)  ketidakhadiran  Tergugat  tidak  dapat  menggugurkan  kewajiban

Penggugat untuk membuktikan sifat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

tangga Penggugat  dan Tergugat  sehingga kepada Penggugat  tetap  dibebankan

untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat; 

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya

telah mengajukan bukti  surat yang bertanda (P.) dan 1 (satu) orang saksi untuk

didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang,  bahwa  yang  perlu  dipertimbangkan  lebih  lanjut  adalah  dalil

Penggugat  yang menyatakan bahwa Penggugat  dengan Tergugat  adalah suami

isteri  sah  yang  dikuatkan  dengan  bukti  P-  berupa  akta  autentik  Nomor

406/07/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Telaga,  Kabupaten

Gorontalo  telah  bermeterai  cukup  dan  secara  materil  isinya  memuat  peristiwa

tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti

P-  tersebut  adalah  akta  autentik  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang
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sempurna  dan  mengikat,  oleh  karenanya  harus  dinyatakan  Penggugat  dan

Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang,  bahwa  kesaksian  yang  diterangkan  oleh  satu  orang  saksi

dianggap  bukan  kesaksian  (unnus  testis  nulus  testis)  sementara  Penggugat

untuk menguatkan dalil  gugatannya hanya mengajukan satu orang saksi, namun

demikian  satu  orang  saksi  tersebut  dapat  memberikan  keterangan  mengenai

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian dengan dalil-

dalil  gugatan  Penggugat maupun  keterangan  menyangkut  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi, sejak tahun 2015 disebabkan

karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan

Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara

melemparkan  barang  kepada  Penggugat  mengakibatkan  badan  Penggugat

menjadi lebam, dan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah

tempat tinggal sudah kurang lebih 1 bulan lamanya, dan selama berpisah Tergugat

sama sekali  tidak  pernah memberi  nafkah kepada Penggugat, serta  selama ini

sudah   tidak  ada  komunikasi  antara  keduanya,  oleh  karenanya  Majelis  Hakim

berpendapat telah ada bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat hanya mengajukan satu orang

saksi, bukan berarti Penggugat tidak dapat membuktikan dalil  gugatannya dan

bukan pula berarti tidak ada alat bukti lain yang dapat memenuhi batas minimal

pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim telah menjatuhkan

Putusan  Sela  Nomor  423/Pdt.G/2022/PA.Gtlo.  tanggal  9  Agustus  2022,  yang

amarnya memerintahkan  Penggugat untuk  mengucapkan  sumpah  tambahan

(supletoir);

Menimbang,  bahwa  dengan  telah  diucapkannya  sumpah  tambahan

(supletoir) oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sudah cukup alasan

bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 182

ayat (1) RBg jo.Pasal 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pengakuan  Penggugat dan  sumpah

tambahan serta keterangan satu orang saksi, maka telah memenuhi batas minimal

pembuktian, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa  antara  Penggugat dan  Tergugat sering  terjadi  perselisihan  dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan  orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah

tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam

rumah  tangga  dengan  cara  melemparkan  barang  kepada  Penggugat

mengakibatkan badan Penggugat menjadi lebam; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah  dikaruniai  dua orang anak;  

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 1 bulan,  sejak

awal  bulan  Juli  2022   sampai  sekarang  dan  yang  turun  dari  rumah  adalah

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali  dalam

rumah tangga mereka oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka

dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh

saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat  dan Tergugat yang sudah

tidak harmonis lagi, sejak tahun 2015 disebabkan karena orang tua Tergugat sering

ikut  campur  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat,  Tergugat  sering

melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dengan  cara  melemparkan  barang

kepada  Penggugat  mengakibatkan  badan  Penggugat  menjadi  lebam,

mengakibatkan  antara  Penggugat dan  Tergugat telah  berpisah  tempat  tinggal

sudah  kurang lebih 1 bulan lamanya, dan selama berpisah Tergugat sudah tidak

pernah  datang,  demikian  pula  Penggugat  sudah  tidak  pernah  mengunjungi

Tergugat, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  di  atas,  Pengadilan  berpendapat

telah  terbukti  dalam  perkawinan  Penggugat dan  Tergugat telah  terjadi  ketidak

rukunan dalam rumah tangga mereka sehingga pada puncaknya mengakibatkan

perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak awal  bulan Juli  2022,  sampai

dengan  sekarang  dengan  demikian  Pengadilan  menilai  antara  Penggugat dan

Tergugat telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  berkepanjangan

sehingga  sudah  tidak  dapat  lagi  dipersatukan  dan  dipertahankan  untuk  rukun

kembali dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu jalan terbaik

yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan

Tergugat ketimbang untuk dipertahankan karena dikhawatirkan akan menimbulkan

hal-hal yang lebih merugikan bagi Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;
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Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga

Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang

bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana firman Allah

SWT dalam  Al Qur’an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

tahun 1974, yungto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian alasan Penggugat untuk

menceraikan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan

pasal  39  ayat  (2)  Undang Undang Nomor  1  tahun 1974 yang berbunyi  “Untuk

melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak

akan dapat rukun sebagai suami istri”  serta  ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yungto pasal 116 huruf   f   Kompilasi  Hukum

Islam;

Menimban,  bahwa  Penggugat  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil,  dalam

mengajukan  perkara  cerai  gugat  ini  tidak  memenuhi  ketentuan  Pasal  3  ayat  1

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 1990, namun demikian pada tanggal 18 Juli 2022 Penggugat telah membuat

surat pernyataan bahwa Penggugat bersedia menerima segala  konsekwensi atau

resiko yang timbul dari  sikap Penggugat yang tetap akan menceraikan Tergugat

meskipun  ada  penolakan  permintaan  izin  dari  atasannya  Nomor

800/RSUD.O/2358/BII/2022 tanggal 7 Juli 2022 yang dikeluarkan Direktur Rumah

Sakit  Daerah Otanaha Kota Gorontalo; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, maka Pengadilan berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat

tentang  perceraian  tersebut  beralasan hukum oleh  karenanya  dapat  dikabulkan

dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang,  bahwa perceraian  yang  dijatuhkan oleh  Pengadilan  Agama

Gorontalo adalah talak satu bain sugra,  maka sebagaimana maksud Pasal  119

ayat (1) Kompilasi  Hukum Islam, bekas istri  (Penggugat) meskipun dalam masa

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh

melakukan akad nikah baru;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,

maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara

dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut  untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);  

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama

Gorontalo pada hari  Selasa tanggal  9 Agustus  2022 Masehi  bertepatan dengan

tanggal 11 Muharam  1444 Hijriah oleh  Drs. Syafrudin Mohamad, M.H  sebagai

Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H dan H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H masing-

masing sebagai  Hakim Anggota,  putusan tersebut  diucapkan pada hari  itu  juga

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

tersebut, dan didampingi oleh Susanty Husain, S.HI sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota 

          ttd

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

                       ttd

 

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H
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Panitera Pengganti,

ttd

  Susanty Husain, S.HI
Perincian biaya :

-  Pendaftaran     : Rp  30.000,00

-  ATK Perkara     : Rp  60.000,00

-  Panggilan     : Rp300.000,00

- PNBP. Panggilan : Rp  20.000,00

-  Redaksi     : Rp  10.000,00

-  Meterai     : Rp  10.000,00

   J u m l a h     : Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah); 
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